
 
 
 
 
 

BUPATI BANYUWANGI 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 
NOMOR 90 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  

NOMOR 81 TAHUN 2011 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI   BANYUWANGI, 
 

Menimbang   : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas serta 
mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 
dilakukan perubahan terhadap beberapa item dalam Peraturan 
Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012 dengan 
menetapkannya dalam Peraturan Bupati. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan    
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4849); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

 
 
 



3 
 
 
 

16. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 65  Tahun 2006; 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

19. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

20. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah; 

21. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 
Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2006 tentang 
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan 
Umum; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.02/2011 tentang 
Standar Biaya Tahun 2012; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 49 Tahun 2001 
tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 
(SIMBADA); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009; 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Banyuwangi; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang 
Kebijakan Akuntansi; 

34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANYUWANGI NOMOR 81 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012, 
pada Bab III Pengelolaan Keuangan Daerah, Huruf D Pedoman 
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Angka 9 Perjalanan Dinas, 
huruf b,c dan d, diubah dan harus dibaca sebagai berikut: 
 

b. Perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi dan Bali dapat 
menggunakan pesawat udara dan angkutan kendaraan darat 
dengan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan 
standar yang telah ditetapkan. 

c. Biaya perjalanan dinas keluar provinsi dalam Pulau Jawa dan Bali 
yang berangkatnya menggunakan pesawat udara, biaya 
perjalanan dinasnya dengan menggunakan standar yang telah 
ditetapkan. 

d. Biaya perjalanan dinas keluar daerah di luar Pulau Jawa dan Bali 
yang pergi dan pulangnya dari Surabaya dan Bali menggunakan 
pesawat udara, biaya tiket menggunakan  metode at cost (sesuai 
pengeluaran dan tiket pesawat dilampirkan dalam SPJ), dan 
apabila pergi dan pulangnya dari Banyuwangi ke Surabaya dan 
Bali menggunakan angkutan darat diberikan transport sesuai 
dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang 
mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2012. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banyuwangi. 

            
  

Ditetapkan di Banyuwangi 
Pada tanggal 30-12-2011 
 
BUPATI BANYUWANGI, 
 
 TTD 
 
H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

 
 
 

 
Diundangkan di Banyuwangi 
Pada tanggal    30-12-2011                           
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI, 
 
 TTD 
  
Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M. 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19560225 198212 1 002 
 
 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR 90 

 


